
BUPATI PACITAN 

; PERATURAN BUPATI PACITAN 
I NOMOR 2Q TAHUN 2011 
i 
; TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PACITAN, 

- \ . 

Menimbang : bahwa xmtuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 77 Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2005 tenlang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa , 

y ' ' 4 : 

Mengingat : I . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008; 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahxm 2005 tentang Desa; 
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Pengelolaan Kekayaan Desa; 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa; 
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang 

Siunber - Sumber Pendapatan Desa; 
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2006 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN DESA 

t 
I 

; BAB I 
i KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan. 
2. Bupati adalah Bupati Pacitan. 



*- -
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di 

Kecamatan dalam Kabupaten Pacitan. 
- 4. Desa adalah kesatuan masyarakat, hukum yang memiliki batas-batas 

4 wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
; masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
-̂ Republik Indonesia. 

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan 
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 

7. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang dipilih 
langsung oleh penduduk Desa sebagai Pemimpin Pemerintah Desa. 

8. Perangkat Desa adalah mereka yang bertugas membantu Kepala' Desa 
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 

9. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang mempunyai : tugas 
menjalankan fimgsi administrasi pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan. 

10. Perangkat Desa Lainnya adalah Perangkat Desa selain Sekretaris Desa 
yang memenuhi syarat dan diangkat dengan Keputusan Kepala Desa 
bertugas membantu Kepala Desa dalam meljJcsanakan tugas dan 
wewenangnya. 

11. Peratiuan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh 
Kepala Desa dan BPD. 

12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala 
Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan 
Desa maupun Peraturan Kepala Desa. 

13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban Desa tersebut. 

14. - Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat 
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang 
dibahas dan disetujvd bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, , yang 
ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa 
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan 
keseluruhan pengelolaan keuangan desa. 

17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat 
Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan 
keuangan Desa. 

18. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa 
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, 
membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan Desa dalam 
rangka pelaksanaan APBDesa. . 

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat 
(RPJM-Desa) adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (linta) 
tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan 
keuangan desa, kebijakan umum, dan program Satuan Keija Perangkat 
Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan disertai 
dengan rencana kerja. 



'i 

20. Rencana Keija Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-
Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun 
merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka 
ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang 
dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana keija dan 
pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh 
pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 
masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
dan RPJM-Desa. 

BAB I I 
i AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

\ Pasal 2 

(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas iransparan, akuntabcl, 
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 

(2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola 
dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai 
dengan tanggal 31 Desember. 

^ BAB I I I 
' KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 
i 

I Bagian Pertama 
j Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 

; Pasal 3 

(1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan 
Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam 
kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan. 

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai 
kewenangan: 
a Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; 
b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Desa; 
c. Menetapkan bendahara Desa; 
d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa; dan 
e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Desa. 

(3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) bertanggung jawab 
terhadap keseluruhan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 
anggaran belanja Desa. 

Bagiaa Kedua 

I Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) 

1 Pasal 4 
i 

(1) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu 
oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). 

(2) Pelaksana Tekms Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat 
Desa yang terdiri: 
a. Sekretaris Desa; dan 
b. Perangkat Desa lainnya. 

f 

I 



I 

(3) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas: 
a. ; Melaksanakan administrasi kegiatan sebagaimana tertuang dalam 

i APBDesa. 
b. ; Melaksanakan Pemungutan Penerimaan Desa. 

(4) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) ditetapkan oleh 
Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa. 

Bagian Ketiga 
Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa 

1 Pasal 5 
(1) Sekretaris Desa sebagamana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a 

bertindak selaku Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Desa. 

(2) Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 
a. ; menyusun dan melaksan^an Kebijakan Pengelolaan APBDesa; 
b. I menyusun dan melaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa; 
c. : menyusun Raperdes APBDesa, Perubahan APBDesa dan pertanggung 

I jawaban pelaksanaan APBDesa; dan 
d. I menyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan 

I Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa. 

; Bagian Keempat 
Bendahara Desa 

Pasal6 

(1) Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa. 

(2) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dijabat oleh Kepala 
Urusan Keuangan Desa 

(3) Apabila Kepala Urusan Keuangan Desa kosong, bendahara desa dapat 
dijabat oleh Kepala Urusan yang lain. . 

i Pasal7 

(1) Bendahara Desa melaksanakan tugas kebendaharaan yang meliputi: 
a. ; menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan, 

imelaporkan dan mempertanggungjawabkan administrasi pengelolaan 
• keuangan desa; dan 

b. menyimpan seluruh bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Desa bertanggungjawab kepada 
Kepala Desa. 

(3) Penyimpangan dan kelalaian dalam melaksanakan tugas kebendaharaan, 
menjadi tanggung jawab Bendahara Desa. 

(4) Penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan karena 
kebijaksanaan Pemerintah Desa, menjadi tanggung jawab Kepala Desa. 

! 
! • 
I Pasal 8 
i 

(1) Bendahara Desa harus mempunyai rekening atas nama Pemerintah Desa di 
bank terdekat yang ditetapkan Kepala Desa, untuk menyimpan uang 
Pemerintah Desa yang bersangkutan. 



(2) Bendahara Desa dilarang menyimpan uang Pemenntah Desa pada rekening 
bank atas nama pribadi. 

i BAB IV 
STRUKTUR APBDesa 

\ Pasal 9 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari: 
a. Pendapatan Desa; 
b. Belanja Desa; dan 
c. Pembiayaan Desa. 

Pasal 10 
! 

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi 
semua penerimaan uang melalui rekening Bendahara Desa yang merupakan 
hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kcmbali 
oleh desa. 

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 
a. ! Pendapatan Asli Desa (PADesa); 
b. I Bagi Hasil Pajak Kabupaten; 
c. j Bagian dari Retribusi Kabupaten; 
d. I Alokasi Dana Desa (ADD); 
e. : Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 

I Kabupaten; 
f. ."Hibah;dan 
g. I Sumbangan Pihak Ketiga. 

I Pasal 11 
(1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi semua 

pengeluaran dari rekening Bendahara Desa yang merupakan kewajiban desa 
dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya 
kembali oleh desa. 

(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 
a. I Belanja langsung; dan 
b. j Belanja tidak langsung. 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari: 
a. ; Belanja Pegawai/honorarium; 
b. [ Belanja Barang dan Jasa; dan 
c. i Belanja Modal. 

(4) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 
terdiri dari: 
a. . Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap; 
b. »Belanja Subsidi; 
c. : Belanja Hibah (Pembatasan Hibah); 
d. . Belanja Bantuan Sosial; 
e. ; Belanja Bantuan Keuangan; dan 
f. : Belanja TakTerduga. 

i Pasal12 
(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi 

semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang 
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahim anggaran berikutnya. 

I 



(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 
a. ; Penerimaan Pembiay2ian; dan 
b. j Pengeluaran Pembiayaan. 

(3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksxuJ pada ayat (2) huruf a, 
mencakup: 
a. } Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya ; 
b. i pencmran Dana Cadangan; 
c. j hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan 
d. • penerimaan Pinjaman. 

(4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 
mencakup: 
a. i Pembentukan Dana Cadangan; 
b. j' Penyertaan Modal Desa; dan 
c. I Pcmbayaran Utang. 

I Pasal 13 

Setiap Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dicantumkan dalam APBDesa 
menggunakan kode rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
Peraturan ini. 

BABV 
; PENYUSUNAN RANCANGAN APBDesa 
i 

I Bagian Pertama 
^ Penetapan Rancangan APBDesa 

Pasal 14 

(1) Sekretaris Desa menyusim Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
berdasarkan pada RKP-Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa. 

(2) Penyusunan RKP-Desa sebagmmana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan 
paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan tentang 
rancangan tersebut 

(4) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan desa sebagaimana 
dimaksud ayat (3) Kepada BPD untuk dibahas dalam rangka memperoleh 
persetujuan bersama. 

(5) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), paling lambat minggu pertama bulan Nopember tahun anggaran 
sebelumnya. 

(6) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menitikberatkan pada 
kesesuaian dengan RKP-Desa. 

(7) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa 
dan BPD, disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa paling 
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sej^ tanggal persetujuan bersama. 

I Bagian Kedua 
Evaluasi Rancangan APBDesa 

f Pasal 15 

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama, 
sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, harus terlebih dahulu dievaluasl oleh 
Bupati. 

I 



(2) Dalam rangka evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa 
\rajib menyampaikan Rancangan, Peraturan Desa tentang APBDesa kepada 
Bupati, paling lama 3 (tiga) hari setelah Rancangan Peraturan Desa tersebut 
disetujui oleh BPD. 

(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 1 (satu) bulan 
setelah APBD Kabupaten ditetapkan. 

i Pasal 16 
(1) Bupati menetapkan Evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua 

puluh) hari keija sejak Rancangan APBDesa tersebut <hterima. 
(2) Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), maka Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa. 

i 
i 

\ Pasal 17 

(1) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan 
Perundang-undangan yang lebih tinggj, maka Kepala Desa bersama BPD 
melakukan penyempumaan paling lama 7 (tujuh) hari keija terhitung sejak 
diterimanya hasil evaluasi. 

(2) Penyempumaan rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang dihadiri oleh 
Pemerintah Desa. 

(3) Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang penyempumaan 
Rancangan APBDesa ditetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan 
Desa 

• Pasal 18 
r 

(1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa bersama BPD, 
dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa menjadi Peraturan Desa, maka Bupati membatalkan peraturan 
Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun 
anggaran sebelumnya. 

(2) Pembatalan Peraturan Desa dan pemyataan berlalomya pagu tahun anggaran 
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan 
Peratinan Bupati. 

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari keija setelah pembatalan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2), Kepala Desa hams menghentikan pelaksanaan Peraturan 
Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa 
dimaksud. 

(4) Pencabutan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan 
dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang 
APBDesa. 

(5) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahim sebelumnya 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Desa. 

I PasallP 

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang sudah ditetapkan wajib 
diundangkan dalam Berita Daerah 

(2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang sudah ditetapkan dan 
diundangkan disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 hari sejak 
tanggal pengundangan 

file:///rajib


i 

] 

(3) Peraturan Desa tentang APBDesa disusun sebagtumana Format A 
Lampiran I I Peraturan Bupati ini. 

\ Bagian Ketiga 
i Pelaksanaan APBDesa 
i 

\ Pasal 20 

(1) Dalam rangka pelaksanaan APBDesa, Sekretaris Desa menyusun 
Rancangan Peratxuan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa 
tentang APBDesa yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa. 

(2) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan 
Peraturan Desa tentang APBDesa 

(3) Bentuk Peraturan Kepala Desa sebagaimana Format B Lampiran I I 
Peraturan ini. 
j Pasal 21 
i 

(1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. 
(2) Khusus bagi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di 

wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada daerah. 
(3) Program dan kegiatan yang masuk Desa merupakan sumber penerimaan 

dan pendapatan Desa dan wajib dicatat dalam APBDesa. 

(4) Setiap pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut 
harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 

(5) Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan Desa yang 
menjadi wewenang dan tanggung awabnya. 

(6) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang 
ditetapkan dalam Peraturan Desa. 

(7) Pengembalian atas kelebOian pendapatan Desa dilakukan dengan 
membebankan pada pendapatan Desa yang bersangkutan untuk 
pengembalian pendapatan Desa yang terjadi dalam tahun yang sama. 

(8) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan Desa yang terjadi pada tahun-
tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga. 

(9) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, harus 
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. 

; Pasal 22 
(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan 

bukti yang lengkap dan sah. 
(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan 

dari Sekretaris Desa dan Kepala Desa atas kebenaran material yang timbul 
dari penggunaan bukti dimaksud. 

(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa, tidak dapat 
dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan 
menjadi Peraturan Desa dan diundangkan. 

(4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk 
untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan wajib ditetapkan dalam 
peraturan kepala desa. 

(5) Belanja desa yang bersifat mengikat dan wajib sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), antara Iain: 
a. i belanja operasional kantor; dan 
b. : belanja Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa. 



(6) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak 
lainnya, wajib menyetorkan ke kas negara sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 23 
(1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, merupakan 

penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: 
a. ' Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari 

\ pada realisasi belanja; 
b. ' Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; 
c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran 

• belum diselesaikan. 
(2) Dana cadangan 

a. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada 
i kas Desa tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Desa; 

b. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain 
diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pembentukan 

-' dana cadangan; 
c: Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana 

.dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah 
mencukupi imtuk melaksanakan kegiatan. 

• BAB V I 
PERUBAHAN APBDesa 

f Pasal 24 
(1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi: 

a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis 
belanja; 

b. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) 
tahun sebelimmya harus digunakan dalam tahun berjalan; 

c. Keadaan darurat; 
d. Keadaan luar biasa. 

(2) Perubahan APBDesa dilakukan dengan cara merubah Peraturan Desa 
tentang APBDesa. 

(3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa sama dengan tata cara penetapan 
APBDesa. 

Pasal 25 
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang 
Pelaksanaan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa disusun sebagaimana 
Format C Lampiran I I Peraturan ini. / 

> BABVII 
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN DESA 

Pasal 26 
(1) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus 

menetapkan Bendahara Desa dalam Keputusan Kepala Desa. 
(2) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 

dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersan^tan 
\ Pasal 27 

(1) Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa; 



1 
b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-

bukti pengeluaran yang sah; 
c. Bukti atas penyetoran PPNjPPh ke kas negara. 

! 
I 

j Pasal 31 

(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan 
Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa; 

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, menyampaikan 
kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD; 

(3) Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) di atas, maka Rancangan Peraturan Desa tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi 
Peraturan Desa; 

(4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, 
dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran beraldiir. 

\ Bagian Kedua 
< Penyampaian Pertanggungjawaban 
I Pelaksanaan APBDesa 
i 
I Pasal 32 

(1) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, disampaikan kepada Bupati melalui 
Camat. 

< 

(2) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 
(tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan. 

(3) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa 
disusun sebagaimana Format E Lampiran I I Peraturan Bupati ini. 

f 
1 
\ BAB IX 
I Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 
I 

Pasal 33 

(1) Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa dan 
dimasukkan dalam struktur APBDes. 

(2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan 
pengelolaan keuangan Desa 

I 

\ Bagian Pertama 
Tujuan 

i 
i 
\ Pasal 34 

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah 
a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenj angan; 
b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat 

Desa dan pemberdayaan masyarakat; 
c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; 
d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam 

rangka mewujudkan peningkatan sosial; 
E 
i 



e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 
f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka 

pcngembangan kegatan sosial dan ekonomi masyarakat; 
g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; 
h. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat melalui Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) 

i 
I Bagian Kedua 
i Pelaksanaan Kegiatan 

i Pasal 35 
(1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi 

Dana Desa dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana 
Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati. 

(2) Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh 
persen) untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa, sebesar 
70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. 

(3) Bagi Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) digunakan untuk: 
a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil; 
b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes; 
c. Biaya imtuk pengadaan ketahanan pangan; 
d. Perbaikan Ungkimgan dan pemukiman; 
e. Teknologi Tepat Guna; 
f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan; 
g. Pcngembangan sosial budaya; dan/atau 
h. Kegiatan lain yang dianggap penting. 

I Bagian Ketiga 
I Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
i 

i Pasal 36 

(1) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan 
pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggung awabannya 
adalah perlanggung-jawaban APBDesa. 

r 

(2) Bentuk pelaporan alas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari 
Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut: 
a. Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan 

dana Alokasi Dana Desa dibuat secara rutin setiap bulannya, adapun 
yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan Alokasi 
Dana Desa dan realisasi belanja Alokasi Dana Desa; 

b. Laporan akhir dari penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup 
perkerabangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang 
dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Alokasi 
Dana Desa. 

(3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
melalui jalur siruktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui 
Kepala Desa ke Tim Pendamping Tmgkat Kecamatan secara betahap. 

(4) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
raembuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah 
secara bertahap melaporkan kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi Tingkat 
Kabupaten 

i 



I 
1 

5 

(5) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan maka Tim 
Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten diluar dana Alokasi 
Dana Desa. 

{ BABX 
I PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
i 

Pasal 37 
i 

(1) Pembinaan dan penga\rasan pemerintah kabupaten meliputi: 
a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD; 
b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan 

Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, 
pelaksanaan dan perlanggung-jawaban APBDesa; 

c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan 
pendayagunaan aset Desa; 

d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan admimstrasi 
keuangan Desa. 

(2) Pembinaan dan pengawasan Camat meliputi: 
a. Memfasilitasi administrasi keuangan Desa; 
b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset 

Desa; 
c. I Memfasilitasi pelaksanaan ADD; 
d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup 

perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung­
jawaban APBDesa. 

\ Pasal 38 
Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan 
Desa sesum ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. 

! BAB X I 
\ KETENTUAN PENUTUP 
! Pasal 39 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahitinya memerintahkan iwngimdangan Peraturan ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan. 

1 Ditetapkan di Pacitan 
i Padatanggal, ^ - 8 -2011 
j 

BUPATI PACITAN 

1 

\ INDARTATO 
} 
i 

! 
I 

I 
1 
i 
I 



c, Memfasilitasi pelaksanaan ADD; 
d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup 

perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung­
jawaban APBDesa. 

Pasal 38 
Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan 
Desa sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. 

I 

1 BAB X I 

1 KETENTUAN PENUTUP 
j Pasal 39 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
i 

Agar setiap orang mengetahuinya memermtahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan. 

I Ditetapkan di Pacitan 
j Padatanggal, 5 - 8 - 2 0 1 1 

I BUPATI PACITAN 
i 

I Cap.ttd 
J 

t INDARTATO 
Diundangkan di Pacitan 
Padatanggal 5Agustus2011 

SEKRETARIS DAERAH 

I r . M U L Y O N O . MM. 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19571017 198303 1 014 

i 
BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 28 



LAMPIRAN 1: PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR TAHUN 2011 
TANGGAL : ^ - 8 - 2011 

KODE REKENING PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DESA 

KODE 
REKENING 

' ' T TO A T A xr 

1. PENDAPATAN 
1.1 Pendapatan Asli Desa 
1.1.1 Hasil Usaha Desa 
l . l . I . l 

. : 

1.1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa 
1.1.2.1 Tanah Kas Desa. 
1.1.2.2 Pasar Desa 
1.1.2.3 Pasar Hewan 
1.1.2.4 Tambatan Perahu 
1.1.2.5 Bangunan Desa 
1.1.2.6 Pelelangan Ikan yang dikelola Desa 
1.1.2.7 Lain-lain Kekayaan Milik Desa 
1.1.2.8 

1.1.3 Hasil Swadaya dan Partisipasi 
1.1.3.1 (nama kegiatan) 
1.1.3.2 Dst 

1.1.4 Hasil Gotong Royong 
1.1.4.1 (nama kegiatan) 
1.1.4.2 Dst 

1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah • 
1.1.5.1 Pungutan Desa 
1.1.5.1.1 Peringatan HUT RI 
1.1.5.1.2 Pemilihan Kepala Desa 
1.1.5.1.3 Pungutan Pelayanan Masyarakat 
1.1.5.1.4 Dst 

-

1.1.5.2 Hasil kerjasama dengan pihak ketiga 
1.1.5.3 Dst 

1.2 Bagi Hasil Pajak. , 
1.2.1 Bagi hasil pajak kabupaten 
1.2.2 Bagi hasil PBB • 
1.2.3 Dst 

1.3 Bagian Retribusi Kabupaten 
1.3.1 Bagi hasil retribusi pasar 
1.3.2 

1.4 Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 
1.4.1 Alokasi Dana Desa ( ADD ) 

1.5 Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten, dan Desa lainnya 
1.5.1 Bantuan Keuangan Pemerintah: 
1.5.1.1 Dst ; 

\ 

t 
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1.5.2 Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi 
1.5.2.1 

1.5.3 Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten. 
1.5.3.1 Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa 
1.5.3.2 Bantuan Pemilihan Kepala Desa 
1.5.3.3 Bantuan Operasional BPD 
1.5.3.4 Bantuan Operasional RT/RW 
1.5.3.5 Bantuan Kesejahteraan Perangkat (THR) 
1.5.3.6 

1.5.4 Bantuan Keuangan Desa lainnya: 
1.5.4.1 

1.6 Hibah 
1.6.1 Hibah dari Pemerintah 
1.6.2 Hibah dari Pemerintah Propinsi 
1.6.3 Hibah dari Pemerintah kabupaten 
1.6.4 Hibah dari Badan/lembaga/organisasi swasta 
1.6.5 Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan 
1.6.6 

1.7 Sumbangan Pihak Ketiga 
1.7.1 
1.7.2 

E 

2 BELANJA < 
2.1 Belanja Langsung 
2.1.1 Belanja Pegawai / Honorarium 
2.1.1.1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 
2.1.1.2 Honorarium Panitia Leiang 
2.1.1.3 Uang Lembur. 
2.1.1.4 Belanja kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis, 

seminar, dsb. 
2.1.1.5 Dst ; 

2.1.2 Belania Barang dan Jasa 
2.1.2.1 Belanja Perjalanan Dinas 
2.1.2.1.1 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kecamatan 
2.1.2.1.2 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten 
2.1.2.1.3 Belanja Perjalanan Dinas luar Kabupaten 

2.1.2.2 Belania bahan / material 
2.1.2.2.1 Belanja Alat Tulis Kantor 
2.1.2.2.2 Belanja alat alat listrik / eiektronik 
2.1.2.2.3 Belania perangko, materai, dan benda pos lainnya 
2.1.2.2.4 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 
2.1.2.2.6 Belanja Bahan Dakar Minyak / Gas 
2.1.2.2.7 Belanja bahan baku bangunan 
2.1.2.2.8 Belania bahan / bibit tanaman 
2.1.2.2.9 Belanja bahan obat-obatan 
2.1.2.2.10 Dst ; 
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2.1.2.3 Belanja jasa kantor 
2.1.2.3.1 Belanja listrik 
2.1.2.3.2 Belanja air 
2.1.2.3.3 Belanja telepon 
2.1.2.3.4 Belanja surat kabar / majalah . 
2.1.2.3.5 Belanja kawat / faksimili / internet 
2.1.2.3.6 Dst. 

2.1.2.4 Belanja perawatan kendaraan bermotor. 
2.1.2.4.1 Belanja jasa service 
2.1.2.4.2 Belanja penggantian suku cadang. 
2.1.2.4.3 Belanja bahan bakar dan pelumas. 
2.1.2.4.4 Dst 

2.1.2.5 Belanja cetak dan penggandaan 
2.1.2.5.1 Belanja cetak 
2.1.2.5.2 Belanja penggandaan, foto copy dan penjilidan. 
2.1.2.5.3 

2.1.2.6 Belanja Sevra 
2.1.2.6.1 Belanja sewa rumah, gedung, kantor, dll. 
2.1.2.6.2 Belanja sewa sarana mobilitas. 
2.1.2.6.3 Belanja sewa alat berat. 
2.1.2.6.4 Belania sewa perlengkapan dan peralatan kantor fmeia. kursi. tenda/teroD. 

komputer, proyektor, dll) 
2.1.2.6.5 Dst 

2.1.2.7 Belanja Makanan dan Minuman 
2.1.2.7.1 Belanja Makanan dan Minuman Harian. 
2.1.2.7.2 Belanja Makanan dan Minuman rapat. 
2.1.2.7.3 Belanja Makanan dan Minuman tamu. 
2.1.2.7.4 

i 

2.1.2.8 Belania Pakaian Dinas dan Atributnya. 
2.1.2.8.1 Belanja Pakaian Dinas Harian. 
2.1.2.8.2 Belanja Pakaian Olah Raga. 
2 12 8 3 Dst 

2.1.3 Belania Modal 
2.1.3.1 Belanja Modal Pengadaan Tanah 
2.1.3.2 Belanja Modal Peralatan Kantor (Komputer, Mesin Ketik, Kalkulator, Brankas, 

filling kabinet, jam. dll) 
2.1.3.3 Belanja Modal Mebelair. 
2.1.3.4 Belanja Modal Peralatan Dapur. 
2.1.3.5 Belanja Modal Peralatan Elektronika. 
2.1.3.6 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan. 
2.1.3.7 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi (jalan, jembatan, irigasi, dll). 
2.1.3.8 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon, Air. 
2.1.3.9 Belanja Modal Pengadaan Buku / Perpustakaan. 
2.1.3.10 Dst 

2.2 Belania Tidak Langsung 
2.2.1 Belanja Pegawai 

t 

! 
i 
i 
I 
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2.2.1.1 Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa. 
2.2.1.2 Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa 
2.2.1.3 Operasional BPD. 
2.2.1.4 Operasional RT/RW 
2.2.1.5 Kesejahteraan Perangkat Desa (THR) 
2.2.1.7 Tunjangan Puma Bhakti Aparatur Pemerintah Desa. 
2.2.1.8 Dst •. 

s 

2.2.2 Belanja Subsidi 
2.2.2.1 Dst 

2.2.3 Belanja Hibah 
2.2.3.1 Dst 

2.2.4 Belanja Bantuan Sosial: 
2.2.4.1 Bantuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
2.2.4.2 Dst -. 

E 

2.2.5 Belanja Bantuan Keuangan 
2.2.5.1 Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa 
2.2.5.2 Dst 

2.2.6 Belanja tak terduga 
2.2.6.1 Keadaan darurat 
2.2.6.2 Bencana alam 
2.2.6.3 Dst 

3 PEMBIAYAAN 
3.1 Penerimaan Pembiayaan 
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. 
3.1.2 Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. 
3.1.3 Penerimaan Pinjaman 

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 
3.2.2 Penyertaan Modal Desa 
3.2.3 Pembayaran utang 

I BUPATI PACITAN, 

• 

INDARTATO 

i 

i 

i 
t 

\ 
\ 



LAMPIRAN I I : PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR : Z S TAHUN 2011 
TANGGAL : 5̂  • 8 - 2011 

FORMAT A 

PERATURAN DESA TENTANG APB DESA. 

K O P D E S A 

PERATURAN DESA KECAMATAN 
KABUPATEN PACITAN 

NOMOR TAHUN 20 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
• TAHUN ANGGARAN 20 
i 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
\ KEPALA DESA , 
i 

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka 
perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa „ ..... 

. Kecamatan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 20 ... dalam suatu 
Peraturan Desa; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

i 



4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Desa; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor Tahun tentang Pedoman 
Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor Tahun tentang Sumber 
Pendapatan Desa; 

9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor .... Tahun tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Desa. 

I Dengan Persetujuan Bersama: 
I BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

dan 
; KEPALA DESA 
I MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN 
KABUPATEN PACITAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran...., sebagai berikut 

1. Pendapatan Desa Rp 

2. Belanja Desa Rp 

] Surplus / (Defisit) Rp. ( ) 
i 

3. Pembiayaan Desa: 

a. Penerimaan Rp 

b. Pengeluaran Rp. 

! Pembiayaan bersih Rp 

Sisa lebih pembiayaan Anggaran 
tahun berkenaan Rp. 0,00 

f 

! Pasal 2 

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Pendapatan Ash Desa sejumlah Rp 
b. Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp 

Bagian dari Retribusi Kabupaten sejumlah Rp 
d. Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sejumlah Rp. 



e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah 
Kabupaten sejumlah Rp 

f. Hibah sejumlah Rp 
g. Sumbangan Pihak ketiga Rp 

(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a terdiri dari jenis pendapatan; 

a. Hasil Usaha Desa sejumlah Rp 

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa sejumlah Rp 

c. Hasil Swadaya dan Partisipasi sejumlah Rp 

d. Hasil Gotong Royong sejumlah Rp. 
r 
e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah sejumlah 

(3) Bagi Hasil Pajak Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri dari jenis pendapatan: 
a. Bagi hasil pajak kabupaten sejumlah Rp 

i 

b. Bagi hasil PBB sejumlah Rp 

(4) Bagian dari Retribusi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c terdiri dari jenis pendapatan : Bagian retribusi pasar sejumlah Rp. 

(5) Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis pendapatan : Alokasi 

Dana Desa sejumlah 

(6) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah 

Kabupaten sebagaimana huruf e terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Bantuan Keuangan Pemerintah sejumlah Rp 

b. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten sejumlah Rp 

(7) Hibah sebagaimana huruf f terdiri dari jenis pendapatan : Hibah dari 

badan/lembaga/oigamsasi swasta sejumlah 

\ Pasal 3 

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 
t 

a. Belanja Langsung sejumlah Rp 
b. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 

(2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 
jenis belanja: 
a.' Belanja Pegawai / Honorarium sejumlah Rp 
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 
c. Belanja Modal sejumlah Rp : 

! 
r 
r 

1 

i 



s 
(3) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf b 

terdiri dari jenis belanja: 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 
b. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 
c. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp 
d. Belanja tak terduga sejumlah Rp 

I Pasal 4 
(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Penerimaan sejumlah Rp. 
b. Pengeluaran sejumlah Rp 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
pembiayaan: 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sejumlah 

b. Penerimaan Pinjaman sejumlah 
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b terdiri dari jenis 

pembiayaan: 
a Pembentukan Dana Cadangan sejumlah 
b. Penyertaan Modal Desa sejumlah 
c. Pembayaran utang sejumlah 

Pasal 5 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini. 

t 
I Pasal 6 

Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa sebagai landasan 
, operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

I Pasal? 
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasan 
Peraturan Desa ini dengan dimuat dalam Berita Daerah. 

i 

I Ditetapkan di 
I pada tanggal 
1 

\ KEPALA DESA 
I 
i ; \ 

T 

i 

• \ 

i 
i 

! 
i 

I 

\ 

I 
i 
1 



LAMPIRAN: PERATURAN DESA. 
I NOMOR : 
I TANGGAL: 
T 

1 
, i 

t 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
DESA KECAMATAN 

• TAHUN ANGGARAN 

KODE 
REKENING • URAIAN BFRJAT AN KET. 

1 
I 

1 A 
1 
I • 

PFNDAPATAN 
1 1 
1 • 4 

PenHariAtfin A^li OP ^ H 
1 t 1 
1111 
a « 1 • 4 V A 

L^ba/ Keuntunf̂ an RlIMDe^ 
1.1.1.2 Dst 

1 

1.1.2 Ha^il Penp l̂nlaan KeVavaan O^̂ a 
4 4 U , > 4 4 4 V 4 W l I t U U J I X V A U T ( 44411 l ^ W ^ U 112 1 *̂*wa Tanah l̂ ac n/»ca • 

112 2 Pa<;ar D ĉa 
1 C l O u l L ^ V O d 112 3 

1 * 1 
Ranoiinan Hp<;a 

112 4 n<:t 

1 1 3 T-TaQil ^waHava Han Particinaci 
113 1 
4 * 1 *J* 1 

K^^iatan Peninpkatan iaian 
l ^ k ^ l U L U l t 1 V 4 1 4 4 1 J^^B ( 0 1 1 | U 1 U 4 4 1.1.3.2 Kg p i at an Perbaikan Saluran air 
4 ^ V ' ( 4 v 4 4 l i 4 4 v 4 L / v U 4 V U 4 1 L , / U 4 ( 4 4 ( u 4 4 4 4 4 113 3 Dst 

1 1 4 
1 * 1 * ~ 

Hasil Gotonp Rovonp 
1.1.4.1 Kegiatan Peningkatan jalan 
1 1 1 ? 

1 1 A 3 

1 1 5 
1 1 1 

T-ain-lain PptiHanatan Asli Tlesa vane sah 
1.1.5.1 Pungutan Desa 
1.1.5.1.1 Peringatan HUT RI 
1.1.5.1.2 Dst 

1.2 Bagi Hasil Pajak 
1.2.1 Bagi hasil pajak kabupaten. 
1.2.2 Bagi hasil PBB 
1.2.3 Dst 

1.3 Bagian dari Retribusi Kabupaten. 
1.3.1 Bagian retribusi pasar 
1.3.2 Dst 

1.4 Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat 
dan Daerah' 

1.4.1 Alokasi Dana Desa (ADD ) 
1.5 Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, 

Kabupaten, dan Desa lainnya 
I 



i 
I 2 4 5 

1.5.1 Bantuan Keuangan Pemerintah: 
1.5.2 Bantuan Keuanuan Pemerintah Proninsi 

4 4 H * * * i 4 4 ^ * r U 4 U 1 K H V U 4 4 * V * 4 l * k ' 4 4 4 1 U 4 4 4 • 4 w 4 / 4 A 4 0 1 15 2 1 Bantuan Keuanean Desa 
1.5.2.2 Dst 
1 5 3 Rantiinn Keiintioan Pemerintah l̂ ahimaten 
1.5.3.1 Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa 

dan Peranpkat Devi {'\ PAPDI 
15 3 2 Rxintimn P̂ n\iUKt4n IT^nnl^ FIACTI 

15 3 3 

1 .J .J .J 1 5 3 4 RnntiT'in r̂ n r̂aciî nof PT/P\\/ 
oaliLUiiii wpcro^iundi txl/tvW 1.5.3.5 Hantaan Kesejahteraan Kepala Desa dan 
P a p Q M r r ^ ^ t I l 0 C 4 

1 5 3 6 nst 

1.6 Hibah 
1.6.1 Hibah dari badanAemba^a/orcanisasi 

4 4 4 ( i e L U 4 \ J * * 1 4 L e U U I i U l f ' *— ' ' f ' 1 r KJA t L ( 4 4 U v 0 * 3 J 

swasta 

JUMLAH PENDAPATAN 

2 
At 

RFI ANJA * 
9 1 

At, 1 J f I V V ) L , 1 0 1 C U I V x / l - J ^ l u O l A J l J u i J V O l l l V l 

2 1 1 
Att 1 * 1 

R^lfini^ Ppcftwai / T-TnnnrariTim 
2 1 2 
^ * 1 

Belania Baranp dan Jasa 
^ ^ w 4 L U l | t 4 L J ( 4 4 U 4 4 ^ V 4 u - 1 i U * J U 2 1 3 

At, 1 
Rplania Mndal 

11 K P f T f ^ t Q T ^ PpmnfTv'nt̂ ri TQIQH 1~̂pcti 
2 1 1 

Z. 1.1 
j->Ciaii|a rcy,ayv<ii i nuuurdriuin 

2 12 2 DClanfd DoJUUl / iVidierial 
2 13 
i..\.j 

iTi rict 

2 2 L>ciaii)a 1 luoK Lean̂ sujî  
2 2 1 TJ A1 A A l n^ A 4 4 1 t Q 1 

2 2 11 rengnasuan i eiap /vparamr remeniiLan 
Desa* 

2 2 12 Z.Z.I.Z tunjangan , rengnasiiaii Apaiaiui 
Pemerintah Desa 

2 2 13 Z.Z.I.3 l - l m t i i m t l A 0 r 4 P m m l \ 

paniuan uperasionai Dru, Z.Z.I.'* lunjans^ Keiua K I / K . W 
2 2 1 ^ Z.Z. 1.3 tjaniuan ivcsejanieraan rxpaia uesa oaii 

Perangkat Desa (THR)_ 
T i l * ; Z.Z. 1.0 * « 4 « n H e b A « « I J * * H * n L J n n A n e i * * e k t i i * * 

lunjangan . ruma rtnaicti - Aparatur 
P^m^rinfsh 12AC?I 

2 2 A Z.Z.4 1JA1A,\1A l 3 , F A f F . Q t l X A C 1,̂ 1 * 

I3ciaii|a Daiiiuitn oosioi . Z.Z.4.1 T J » J»—» I J A n J - * I F-1 * l e e i • « A n n L ' 1 l p * 1 1 )* M* 

rjantuan renaioiKan AnaK usia uini 
(PAUD) ' Z.Z.4 .Z • m Mm ̂ M AM * x ^ ^ A 4 \ r, ttttk L * J * * M t,r, , tt, t, K n J, n * * e4 

[lantuan remoangunan Masuu 
2 2 5 Belania Bantuan Keuansan 

2.2.5.1 Bantuan Keuangan kepada Lembaga -
Kemasyarakatan Desa 
- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. 



1 
1 

2 4 s 
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Desa f LKMDl 
2.2.6 Belanja tak terduga 
2.2.6.1 Keadaan darurat 
2.2.6.2 Bencana alam 

JUMLAH BELANJA 

3 PEMBIAYAAN 
3.1 Penerimaan Pembiayaan 
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 

tahun sebelumnya. 
3.1.3 Penerimaan Pinjaman ' 

f 
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 
3.2.2 Penyertaan Modal Desa 
3.2.3 Pembayaran utang 

JUMLAH PEMBUYAAN 

.., tanggal 

KEPALA DESA 

1 t 

(Format Peraturan Desa tentang APB Desa adalah contoh pembuatan Peraturan Desa tentang APB 

Desa yang digunakan imtuk memberikan gambaran tentang cara pembuatan Peraturan Desa tentang 

APB Desa, tctapi dalam pelaksanaannya di desa harus disesumkan dengan kondisi desa masing-

masing dan dalam pcncantiunan kode rekeningnya hams disesuaikan dengan Lampiran I). 

i 



FORMAT B 

i 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PELAKSANAAN APBDESA. 

K O P D E S A 

i KEPUTUSAN KEPALA DESA 
DESA KECAMATAN 
; KABUPATEN PACITAN 
: NOMOR: TAHUN 

Menimbang 

Mengingat 

I TENTANG 

PELAKSANAAN PERATURAN DESA TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN 

KEPALA DESA 

bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Desa Nomor 
!. tentang Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 

maka berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Pacitan Nomor 
Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu 

menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa. Tahun Anggaran ; 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 443 8); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 



Menetapkan 
PERTAMA 

KEDUA 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Desa; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor Tahun tentang Pedoman 
Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor Tahun tentang Sumber 
Pendapatan Desa; 

9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor .... Tahun tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Desa; 

10. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa. Tahun Anggaran 

MEMUTUSKAN : 

Melaksanakan Peraturan Desa Nomor Tahun Anggaran 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran sebagai berikut: 
1. Pendapatan Desa Rp 
2, Belanja Desa Rp 

Surplus / (Defisit) Rp. (.... 
3. Pembiayaan Desa: 

a. Penerimaan Rp 
b. Pengeluaran Rp .̂̂  

) 
C-) 

KETIGA 

KEEMPAT 

Pembiayaan bersih 
Sisa lebih pembiayaan Anggaran 
tahun berkenaan 

Rp 

Rp. 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

0,00 
Tahun Anggaran 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

KEPALA DESA 

TEMBUSAN: : 
Yth. Sdr. 1. Bupati Pacitan di Pacitan; 

2. Camat ; 
3. Ketua BPD Desa Kecamatan, 



LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA 
NOMOR : 
TANGGAL: 

* 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
DESA / KECAMATAN 

I TAHUN ANGGARAN 
i 

KODE 
A^\yAjM.j 

RFKFNING 
[ URAIAN RFRTAT AN KET. 

1 
i 

; 2 A H 3 
1 
1 I 

PFNDAPATAN 
1 1 1 \jii\Aa\jaLiLtl f i ^ i i UKtvya 

1 1 1 
4 * 4 * 4 

4 4 4 4 0 4 4 ^ / 0 4 4 4 4 4 4 4 ^ * ^ o t 4 

1.1.1.1 , •4" 4/44 r X h v U J J 4144 I l i L U J l U KJ 4 v 4 4 ^ v O 

1.1.2 Hasil Pengelolaan Kelcavaan Desa 
4 4 4 4 * 3 4 4 4 \rA atL\r a 4 / J 4 •* • i 4 j 1 " ' * 1 l_x ^ O L 4 1121 • o v w u 1 m i u i i xvuo 1 . ^ ^ 0 4 4 * 

112 2 
1 * 1 mA,,At 

1 u o c u A V v o u 

112 3 
4 * 1 ,At,mJ 

R j ^rnT iTT iF in 

i - ' C U i ^ U l l C U i J^V«144 

1 1 3 
4 * 4 , J 

Hfi^il SwflHavft Hfin Pprtî ina<;i 
4 4 U O I 4 u *y aua T u v z u i 4 c u LIOIL'UOI 113 1 l W ^ l t 4 l C 4 l i 1 w l J J 4 J ^ n - H k C U l 1 u l t U l 

1.1.3.2 Kc^i^tsn Perbaikan Saluran air 
4 k v C * , 1 4 4 L L 4 1 4 4 ViJ 4 / 4 4 4 4 X 4 4 4 4 l _ / U 4 L 4 4 U J 4 4 4 4 4 

1.1.4 Hasil Gotong Royong 
114 1 
1 I 4 M~* 4 

KetJiatan PpninokatAn ialan 
4 W fcl4144*14 K ^ 4 4 4 4 i V U k U U 1 I C U 4 U L 1142 KpfHatan Pprhaikan Sflliimn nir 
I V ^ ^ i u L u l l J \fl i / t U A U l l U u J U l l U t u l l [ 

1.1.5 Lain-lain Pendapatan AsH Desa yang sah. 
115 1 I ^ U I l ^ U U i ^ 1 / C 9 4 

115 11 

1 2 Rfi.Yi Dncil PnifiF Da)2,l n a 9 I J Fa | uK 
1 2 1 i j a ^ L l l i i b l J p a l a A , K . a P U p a l C n . 

1 2 2 Roni IFQCII DDR 
nagi nasii riit> 

1.3 Bagian dari Retribusi Kabupaten. 
l . j . I oagian retnousi pasar 

1.4 Bagian Dana Perimbangan Keuangan 
Pusat dan Daerah 

1.4.1 Alokasi Dana Desa (ADD) 

1.5 Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, 
Kabupaten, dan Desa lainnya 

1.5.1 Bantuan Keuangan Pemerintah: 
f 

1.5.2 Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi 
1.5.2.1 Bantuan Keuangan Desa 
1.5.2.2 Dst • 

1.5.3 Bantuan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten.' 

I 

file:///jii/Aa/jaLiLtl


1 i 2 4 5 
*/ 

1 . 5 . 3 . 1 Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa 
dan Peranekat Desa CTPAPDl 
U U l l 4 v 4 4 U l g f V 0 4 4 - ' V k X 4 1 4 4 4 4 4 4 ^ / 

1 . 5 . 3 . 2 Bantuan Pemilihan Kenala De îa 
4 _ 3 L u 4 W 4 4 4 1 4 l ir4 4 1 4 1 1 1 4 4 4 1 4 4 ^ v 4 3 0 1 0 4 x 3 v i 3 % 4 

1 . 5 . 3 . 3 Bantuan Operasional BPD 
1 5 3 4 J - i a J I l U c U i w p v i C u l U l l a l iv 1 / i\ W 

1 5 3 5 U o I i l L u U i ^ C o C J o J i i l c r a d X I ^ C p d l a L ' C o d U i U l 

PeranoVat T̂ ecn 
4 ^ i l U J K n U l L / ^ O a 

1 6 Hibah 
1 1 1 \JVLX 4 1 6 1 Hi hah Hari haHafi/IpmhacTa/f»rcranica<;i 
swasta 

JUMLAH PENDAPATAN 
1 

2 BELANJA' 
2 . 1 Belanja Langsung 

I « I v C ^ i a U U I ^ p C l i u l v J l u l r vm i l U T 

2 1 1 J - > 0 l < L U f a w^Y/A^oixl n U l i U l d i l u I l l 

T Innf* T ^ T T i V i i i r " 

yjG/iXYy L . ' d l l L ' U J * 
2 1 1 4 R/ l̂nnia t i T T * Q 3 T Q m^nriiniV^n / i n n t i A l n t i n n n J - > C 1 < 1 J 1 ^ « K L U o U o j p v l i L U U l f u U l v i i U l p C l a L U i o l l f 

sosialisasi dan bimbingan teknis, seminar, 
dsb. ' 

2 1 2 Rplania Raraao Han J a ^ 
^ 3 0 4 0 1 1 1 0 4 J 0 1 0 1 l g U 0 1 t ^ 0 O 0 

2 1 2 1 Rplania Pprialanan Dina^ 
4 - 4 0 1 0 1 1 J 0 4 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 MJ1410J 

^ « 1 ,Atm 4 • I Rplania Ppnalanan nina^ Halam 
4 3 0 1 0 1 1 1 0 4 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 4 3 1 1 1 0 0 V l 0 l 0 l l i 

Kecamatan < 
i V 0 0 0 4 i ( 0 4 0 4 4 * 2 1 2 1 2 Rplania Perialanan ninac Hafnm 4 j 0 i a i i j 0 r 0 i j 0 1 0 1 1 0 1 1 1 3 U . 1 0 O U 0 1 0 1 1 1 

Kahuoaten • 
2 . 1 . 2 . 1 . 3 Belanja Perjalanan Dinas luar Kabupaten 

2 . 1 . 2 . 2 Belanja Bahan / Material 
2 1 2 2 1 Rplnnia Alat T I I M Q liTantnT 

1 3 0 1 0 J J J 0 rWCL\ I L l i l o 4 \ . 0 l l l l - ' I 2 1 2 2 2 RMania Alat afat lictriV / ^1/^VtmniL' 
4 J 0 l a l l | 0 l ^ J 0 i 0 1 0 L I I O U I A / 0 J 0 l x U U i i l , ^ > 

2 1 2 2 3 Rplania Ppran(>kA \ ^ a t P t ^ i Han hpnHa tv*c 
L > 0 i 0 l l j 0 4 0 l 0 l I ^ n . U t i V l 0 l 0 l 0 1 f v U U l U 0 l l \ l 0 p u d lainnva ' i 0 i i u j y 0 * 

2 1 2 2 4 R^lania P^raTatan L'phprcitian Han hahan L J C l a l l j d A 0 1 0 1 0 1 0 X 1 I L 0 U 0 1 d i i i 0 i i \ i 0 i i 0 * 0 1 1 0 1 1 

nembersih » 
V ' 0 4 4 4 V 0 A i j Kl.(« 

2 1 2 2 6 Belania Bahan Bakar Minvak / Gas 
2 . 1 . 2 . 2 . 7 Belania Bahan Baku Bancunan. 

%̂  A * 4 a 4 1 Aw — — *AA 4^A4 • Ax— *AxX *A W %AA A Ax «AA A* 1 • A« 

2 . 1 . 2 . 3 Belania Jasa Kantor. 
A ^ VP A 4AA m 1 WA V %%A#kA A ^WAAA A * 

2 . 1 . 2 . 3 . 1 Belania listrik. 
A r 1 *r*4 • 1 * n AAAxwA AAA* 2 1 2 3 2 

0 1 1 « ^ * ^ * ^ 
Belania air 

2 1 2 3 3 
^ « 1 » A t , J , ' J 

Relania Telenon 
4 J 0 1 0 J 1 | H 1 V i V ^ J V l l * 

2 1 2 3 4 Rplania ^ i i r a t T^ahaf / K^aialah 
D 0 l 0 i l f 0 O U l O l I V 0 U 0 1 / 1 V L 0 | 0 1 0 1 U 

2 1 2 3 5 R^ltirkia ^ a u / a t / t a b ' c i i n i l i / int/^m^t D C J o I I J a K d n o l / I c U k o I U l l l I / l l U C l i l C U 

2 12 4 Rplaniii Pf*riiu/!*t?*n lf^**nHi*rfi?*Ti RptmntAr 
2 12 4 1 Rplnnia i f i^A crprvire 

4 3 0 l 0 1 i | 0 | 0 O 0 O 0 i V i 0 0 
2 . 1 . 2 . 4 . 2 Belanja Penggantian Suku Cadang. 
2 1 2 4 3 
0 * 1 ,Atyy,j 

Relantfl Bahan Bakar dan nplumas 
2 . 1 . 2 . 5 Belanja Cetak dan Penggandaan 

2 . 1 . 2 . 5 . 1 Belanja Cetak 
2 . 1 . 2 . 5 . 2 Belanja Penggandaan, Foto copy dan 

Penjilidan. ' 

i 

file:///JvlX
file:///i0ii


1 2 4 5 
2.1.2.6 Belanja Sewa 
2.1.2.6.2 Belanja Sewa Sarana Mobilitas. 
2.1.2.6.3 Belanja Sewa Alat Berat. 
2.1.2.6.4 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 

Kantor 

2.1.2.7 Belanja Makanan dan Minuman 
2.1.2.7.1 Belanja Makanan dan Minuman Harian. 
2.1.2.7.2 Belanja Makanan dan Minuman rapat. 
2.1.2.7.3 Belanja Makanan dan Minuman tamu. 

2.1.2.8 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya. 
2.1.2.8.1 Belanja Pakaian Dinas Harian. 
2.1.2.8.3 Dst 

2.1.3 Belanja Modal 
2.1.3.2 Belanja Modal Peralatan Kantor 

Belanja Komputer 
2.1.3.3 Belanja Modal Mebelair. 

Belanja Meja Kerja Perangkat Desa 
2.1.3.5 Belanja Modal Peralatan Elektronika. 

Belanja sound system 

11. Kegiatan Peningkatan Jalan Desa 
2.1 Belanja Langsung 
2.1.1 Belanja Pegawai / Honorarium 
2.1.1.1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 

2.1.2.2 Belanja Bahan / Material 
2.1.2.2.1 Belanja Alat Tulis Kantor 
2.1.2.2.7 Belanja Bahan Baku Bangunan. 

• 

2.1.2.5 Belanja Cetak dan Penggandaan 
2.1.2.5.1 Belanja Cetak 
2.1.2.5.2 Belanja Penggandaan, Foto copy dan 

Penjilidan. 

2.1.2.6 Belanja Sewa 
2.1.2.6.3 Belanja Sewa Alat Berat. 

2.1.2.7 Belanja Makanan dan Minimian 
2.1.2.7.2 Belanja Makanan dan Minuman rapat. 
2.1.3 Belanja Modal 
2.1.3.7 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi 

(jalan). ' 
I I I . Dst 

2.2 Belanja Tidak Langsung 
2.2.1 Belania Peeawai 

4 J 0 a t * j * i * * * 0FI*(""M** 2.2.1.1 Penchasilan Tetao Acaratur Pemerintah 
X 0A±pij» • * 4 * J 4 4 ( 4 a 4 4 0»AMh3 X X L / 4 * M * M L U 4 4 l fcr**AwA 1 1 i 1 * 4 1 1 

Desa. i 2.2.1.2 Tunjangan ! Penghasilan Aparatur 
Pemerintah Desa 

2.2.1.3 Bantuan Operasional BPD. 
2.2.1.4 Tunjangan Ketua RT/RW 
2.2.1.5 Bantuan Kesejahteraan Kepala Desa dan 

Perangkat Desa 



1 i 2 4 5 
2.2.1.6 Tunjanean : Puma Bhakti Aparatur 

Pemerintah Desa. 

2.2.4 Belanja Bantuan Sosial: 
2.2.4.1 Bantinn Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) 
2.2.4.2 Bantuan Pembangunan Masjld 

2.2.5 Belanja Bantuan Keuangan 
2.2.5.1 Bantuan Keuangan kepada Lembaga 

Kemasyarakatan Desa 
-Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. 
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Desa(LKMD). 

2.2.6 Belanja tak terduga 
2.2.6.1 Keadaan darurat 
2.2.6.2 Bencana alam 

JUMLAH BELANJA 
i 

3 PEMBIAYAAN 

3.1 Penerimaan Pembiayaan 
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

(SILPA) tahun sebelumnya. 
3.1.3 Penerimaan Pinjaman 

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 
3.2.2 Penyertaan Modal Desa 
3.2.3 Pembayaran utang 

JUMLAH PEMBIAYAAN 

tanggal 

KEPALA DESA 



FORMAT C - 1 

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APB DESA. 

K O P D E S A 

PERATURAN DESA KECAMATAN 
KABUPATEN PACITAN 

j NOMOR TAHUN 20 

: TENTANG 
i 
! 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
I TAHUN ANGGARAN 20 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA DESA , 

i 
Menimbang : bahwa sehubimgan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

Anggaran yang tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan 
desa, maka perlu ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa dengan menuangkarmya dalam suatu Peraturan Desa; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

( 

f 



4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Desa; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor Tahun tentang Pedoman 
Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor Tahun tentang Sumber 
Pendapatan Desa; 

9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor .... Tahun tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Desa. 

Dengan Persetujuan Bersama: 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

dan 
KEPALA DESA 

MEMUTUSKAN; 

Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN 
KABUPATEN PACITAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20 

i . 
I Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .... semula 

berjmnlah , bertambah sejumlah sehingga menjadi 

1. Pendapatan Desa 

a. Semula Rp. . 

b. Bertambah / (berkurang) Rp... 
i 

Jumlah Pendapatan Desa setelah 

Perubahan Rp.... 

2. Belanja Desa 
i 

a. Semula Rp. . 
b. Bertambah / (berkurang) Rp... 

i 

Jumlah Belanja Desa setelah Perubahan Rp. . 

Surplus / (Defisit) setelah perubahan Rp. ( 

3. Pembiayaan Desa: 

a. Penerimaan 

•1) Semula Rp. . 

2). Bertambah / (berkurang) Rp... 

'Jumlah Penerimaan setelah 



Perubahan Rp 

b. Pengeluaran 

1) Semula Rp 

2) . Bertambah / (berkurang) Rp 

Jumlah Pengeluaran setelah 

Perubahan Rp 
! 
t 
j 

s 
Jumlah Pembiayaan bersih setelah 

4 
Perubahan Rp.-. 
Sisa lebih pembiayaan setelah 
perubahan Rp. 0,00 

i Pasal 2 

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 
i 

a. Pendapatan Asli Desa 
11) Semula Rp 
; 2) Bertambah/(berkurang) Rp 
! Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah 
; Perubahan Rp 

b. Bagi Hasil Pajak 
] 1) Semula Rp 
; 2) Bertambah / (berkurang) Rp 
I Jumlah Bagi Hasil Pajak setelah 
! Perubahan Rp , 

c. Bagian dari Retribusi Kabupaten 
i 1) Semula . Rp 
• 2) Bertambah / (berkurang) Rp 
j Jumlah Retribusi Kabupaten setelah 
; Perubahan Rp 

d. Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 

; 1) Semula Rp 
i 2) Bertambah / (berkurang) Rp 
I Jumlah Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan 

E Daerah setelah Perubahan . Rp 
t 
Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah 

\ Kabupaten 
I 1) Semula Rp 
i 2) Bertambah / (berkurang) Rp 
; Jiunlah Bantuan Keuangan dan dari Pemerintah, 
I Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten 
; setelah Perubahan Rp 
i 
f 



I 
I 

f. 'Hibah 
I 

; 1) Semula Rp 
* 2) Bertambah / (berkurang) Rp 
j Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp 

g. Sumbangan Pihak Ketiga 
; 1) Semula Rp 
12) Bertambah / (berkurang) • Rp 
j Jumlah Sumbangan Pihak Ketiga 
i setelah Perubahan Rp 

(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
dari jenis pendapatan: 
aj Hasil Usaha Desa 

[ 1) Semula Rp 
j 2) Bertambah / (berkurang) Rp 
1 Jumlah Hasil Usaha Desa setelah 
I Perubahan Rp 

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa 
11) Semula Rp 
• 2) Bertambah / (berkurang) Rp 
i Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa 
i setelah Perubahan Rp 

c. Hasil Swadaya dan Partisipasi sejumlah Rp 
\ 1) Semula Rp 
12) Bertambah/(berkurang) Rp 
I Jumlah Hasil Swadaya dan Partisipasi 
; Setelah Perubahan Rp 

d. Hasil Gotong Royong 
j l ) Semula Rp 
! 2) Bertambah / (berkurang) Rp 
i Jumlah Gotong Royong setelah 
! Perubahan Rp 

c. L a i n - I ^ Pendapatan Asli Desa yang sah 
j 1) Semula Rp 
I 2) Bertambah / (berkurang) Rp 
i Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 
j setelah Perubahan Rp 

(3) Bagi Hasil Pajak Kabupaten sebagmmana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Bagi Hasil Pajak Kabupaten 
\ 1) Semula Rp 
\ 2) Bertambah / (berkurang) Rp 
; Jumlah Bagi Hasil Pajak Kabupaten 
[ setelah Perubahan Rp 



> 

h. Bagi hasil PBB 
; 1) Semula Rp 
' 2) Bertambah / (berkurang) Rp 
1 Jumlah Bagi Hasil PBB setelah 
I Perubahan Rp 

(4) Bagian dari Retribusi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c terdiri dari jenis pendapatan: Bagian retribusi pasar 
1) Semula Rp 
2) Bertambah / (berkurang) Rp 

Jumlah Bagian retribusi pasar setelah 
Perubahan Rp 

(5) Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis pendapatan : Alokasi 
Dana Desa: 
1) Semula Rp 
2) Bertambah / (berkurang) Rp 

I Jumlah Alokasi Dana Desa setelah , 
'. Perubahan Rp 

(6) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah 
Kabupaten sebagaimana huruf e terdiri dari jenis pendapatan: 
i 

a. Bantuan Keuangan Pemerintah 
i 
j 1) Semula Rp 

\ 2) Bertambah / (berkurang) Rp 

1 Jumlah Bantuan Keuangan Pemerintah setelah \ Perubahan Rp. 

b. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten: 

i 1) Semula Rp 

i 2) Bertambah / (berkurang) Rp 

\ Jumlah Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten 

i setelah Perubahan Rp 

(7) Hibah sebagaimana huruf f terdiri dari jenis pendapatan : Hibah dari 

badan/lembaga/organisasi swasta: 

1) Semula Rp 

2) Bertambah / (berkurang) Rp 

Jumlah Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta 
i 

setelah Perubahan Rp 
j 

i Pasal 3 
i 

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
a Belanja Langsung 



! 1) Semula Rp 
: 2) Bertambah / (berkurang) Rp 
I Jumlah Belanja Langsung setelah 
! Perubahan Rp 
i 

b. Belanja Tidak Langsung 
i 1) Semula Rp 
E 2) Bertambah / (berkurang) Rp 
j Jumlah Belanja Tidak Langsung 
1 setelah Perubahan ' Rp 

(2) Belanja Langsimg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 
jenis belanja: 
a. Belanja Pegawai / Honorarium. 
1) Semula Rp 
2) Bertambah / (berkurang) Rp 
Jumlah Belanja Pegawai / Honorarium 
setelah Perubahan Rp 
b. Belanja Barang dan Jasa 

i 1) Semula Rp 
I 2) Bertambah / (berkurang) Rp 

Jumlah Belanja Barang dan Jasa 
setelah Perubahan Rp 
c. Belanja Modal 

j 1) Semula Rp 
• 2) Bertambah / (berkurang) Rp 

Jumlah Belanja Modal setelah 
Perubahan Rp 

(3) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdiri dari jenis belanja: 
a. Belanja Pegawai 
1) Semula Rp '. 
2) Bertambah / (berkurang) Rp 
Jumlah Belanja Pegawai setelah 
Perubahan Rp 
b. Belanja Bantuan Sosial 

; 1) Semula Rp , 
; 2) Bertambah / (berkurang) Rp 

Jumlah Belanja Bantuan Sosial 
setelah Perubahan Rp 

Belanja Bantuan Keuangan 
; 1) Semula Rp 
12) Bertambah / (berkurang) Rp 

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan 
setelah Perubahan Rp 
c. Belanja tak terduga 

11) Semula Rp 
I 2) Bertambah / (berkurang) Rp 

1 



I 

i Jumlah Belanja tak terduga 
I setelah Perubahan Rp 

I Pasal 4 
i 

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari 

a.' Penerimaan 

i 1) Semula Rp 
i 2) Bertambah / (berkurang) Rp 
I Jumlah Penerimaan setelah 
I Perubahan Rp ! 

K Pengeluaran 

11) Semula Rp.' 
12) Bertambah / (berkurang) Rp 
i Jumlah Pengeluaran setelah 
I 

j Perubahan Rp 
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

pembiayaan: 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya 
i 

; 1) Semula Rp 
2) Bertambah / (berkurang) Rp 

\ Jumlah SILPA tahun sebelumnya 
j setelah Perubahan Rp 

h. Penerimaan Pinjaman 
j 1) Semula . Rp 
I 2) Bertambah / (berkurang) Rp 
; Jumlah Pinjaman setelah 
• Perubahan Rp 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 

pembiayaan: 

' a. Pembentukan Dana Cadangan 
i 

; 1) Semula Rp 
\ 2) Bertambah / (berkurang) Rp 
! Jumlah Pembentukan Dana 
j Cadangan setelah Perubahan Rp ' 
I 

I h. Penyertaan Modal Desa 
i 1) Semula Rp 
\ 2) Bertambah / (berkurang) Rp 

Jumlah Penyertaan Modal Desa 
; setelah Perubahan Rp 
} c. Pembayaran utang 
i 1) Semula Rp 



2) Bertambah / (berkurang) Rp 
Jumlah Utang setelah Perubahan Rp 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan 

Desa ini. 

Pasal 6 
I. 

Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa sebagai landasan 

operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

1 Pasal? 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahl 

Peraturan Desa ini dengan dimuat dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di 
padatanggal 

KEPALA DESA 



FORMAT C - 2 

KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DESA 
j TENTANG PERUBAHAN APBDESA. 

Menimbang 

Mengingat 

I K O P D E S A 
! 

KEPUTUSAN KEPALA DESA 
DESA KECAMATAN 

[ KABUPATEN PACITAN 
i 

J NOMOR: TAHUN 
i 
I TENTANG 
i 

PELAKSANAAN PERATURAN DESA TENTANG 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

;• TAHUN ANGGARAN 
f i > 
1 KEPALA DESA 

i 

: bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Desa Nomor 
1 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
;., maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Tahun Anggaran 
................ , 

i 
: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahim 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

< 

t 



Menetapkan 
PERTAMA 

KEDUA 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Desa; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor Tahun tentang Pedoman 
Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor Tahun tentang Sumber 
Pendapatan Desa; 
Peraturan Bupati Pacitan Nomor .... Tahun tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Desa; 

10. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Tahun Anggaran 

8. 

9. 

: MEMUTUSKAN.: 
I 
i 

Melaksanakan Peraturan Desa Nomor Tahun Anggaran 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran...., sebagai berikut: 
1. Pendapatan Desa 

a. Semula Rp 
b. Bertambah / (berkurang) Rp 
Jumlah Pendapatan Desa setelah Perubahan Rp 

2. Belanja Desa 
a. Semula Rp 
b. Bertambah / (berkurang) Rp 
Jumlah Belanja Desa setelah Perubahan Rp , ^ 

\ : ^'t 
Surplus / (Defisit) setelah perubahan Rp. ( ) 

3. Pembiayaan Desa: 
a. Penerimaan 

1) Semula Rp 
2) . Bertambah / (berkurang) Rp 
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 

b. Pengeluaran 
1) Semula Rp 
2) . Bertambah / (berlmrang) Rp 
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp ^ ^-

Jumlah Pembiayaan bersih setelah Perubahan Rp 
Sisa lebih pembiayaan setelah perubahan Rp. 

1 

i 
1 



KETIGA : Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahxm 
Anggaran tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

TEMBUSAN: ; 
Yth. Sdr. 1. Bupati Pacitan di Pacitan; 

2. Camat j . ; 
3. Ketua BPD Desa 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

KEPALA DESA 

•• 

Kecamatan ; 

I 



FORMAT D-1 

DESA 
j BUKU KAS UMUM 

.1 . .KECAMATAN.... 
.TAHUN ANGGARAN 

No. Tgl. KODE 
REKENING URAIAN PENERIMAAN 

(Rp.) 
PENGELUARAN 

(Rp.) 
1 2 3 ' 4 5 6 

• 

* 

i 

J UMLA H 

Jumlah bulan/tanggal 
Jumlah sampai bulan lalu/tanggal 
Jumlah semua s/d bulan /tanggal 
Sisa kas \ 
Pada hari im tanggal , 200. 
Oleh kami didapat dalam kas Rp 
( ' 
Terdiri dari: ; 

Tunai 
Saldo Bank 
Surat Berharga 

Rp. 
Rp. 
Ra. 

Rp. 
Rp. 

M. 
Rp. 

. dengan hurul) 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

MENGETAHUI 
KEPALA DESA, 

, tanggal 

BENDAHARA DESA, 

Cara Pensisian: ' 
Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas 
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas 
Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas 
Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas 
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas 
Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas 



FORMAT D-2 

DESA 

I BUKU KAS PEMBANTU 
1 PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN 

KECAMATAN 
TAHUN ANGGARAN 

No. 
URUT 

NOMOR BKU : 
PENERIMAAN ^ 

TANGGAL 
SETOR 

NOMOR STS& BUKTI 
PENERIMAAN LAINNYA 

JUMLAH ; 
(Rp.) 

1 2 i 3 4 5 

s 

» 

Jumlah bulan ini ; 
Jumlah s/d bulan lalu | 
Jumlah s/d bulan ini * 

Rp. Jumlah bulan ini ; 
Jumlah s/d bulan lalu | 
Jumlah s/d bulan ini * 

Rp. 
Jumlah bulan ini ; 
Jumlah s/d bulan lalu | 
Jumlah s/d bulan ini * Rp. 

MENGETAHUI ! 
KEPALA DESA, 

, tanggal 

BENDAHARA DESA, 

Cara Pengisian: f 
Kolom 1 diisi dengan nomor urut 
Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU penerimaan 
Kolom 3 diisi dengan Tanggal Penyetoran STS/Bukti Penerimaan lainnya 
Kolom 4 diisi dengan Nomor STS/Bukti penerimaan lainnya. 
Kolom 5 diisi dengan Jumlah rupiah setoran STS/Bukti penerimaan lainnya. 



T 

FORMAT D-3 

: BUKU KAS PEMBANTU 
PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN 

DESA : KECAMATAN 
1 TAHUN ANGGARAN 

No. 
URUT 

NOMOR BKU 
PENGELUARAN 

TANGGAL 
PENGELUARAN 

NOMOR SPP & BUKTI 
PENGELUARAN 

LAINNYA 

JUMLAH 
(Rp.) 

1 2 3 4 5 

JUMLAH 
Jumlah bulan ini 
Jumlah s/d bulan lalu I 
Jumlah s/d bulan ini 

i 

1 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

MENGETAHUI BENDAHARA DESA, 
KEPALA DESA, ; 

Cara Pensisian: \ 
Kolom 1 diisi dengan nomor urut 
Kolom 2 diisi dengan Nomor BKUpengeluaran 
Kolom 3 diisi dengan Tanggal Pengeluaran SPP/Bukti Pengeluaran lainnya 
Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP/Bukti pengeluaran lamnya 
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah Pengeluaran SPP/Bukti pengeluaran lainnya 

i 
j 
i 
1 

1 

i 

> 

i 

r 



t 
J 

\ 
! 
I 

\ • • - • 

i 
I BUKU KAS HARIAN PEMBANTU 

DESA I KECAMATAN 
I TAHUN ANGGARAN 

No. 
URUT TANGGAL URAIAN PENERIMAAN 

(Rp.) 
PENGELUARAN 

(Rp.) 
JUMLAH 

(Rp.) 
1 2 3 4 5 

JUMLAH •; 
5 
f 

, tanggal 

MENGETAHUI I BENDAHARA DESA, 
KEPALA DESA, ! 

; 
( 
i 

Cara Pensisian: \ 
Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran 
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran 
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas 
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas. 
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas. 
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara. 

i 

! 
\ 

I 

i 
i 
f 
I 
i 

I \ 
! 
t ( J 
i 

] 

\ 

FORMAT D-4 



FORMAT E 

PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA. 

K O P D E S A 

PERATURAN DESA KECAMATAN 
I KABUPATEN PACITAN 
! NOMOR TAHUN 20 

Menimbang 

Mengingat 

TENTANG 
i 
r 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

I TAHUN ANGGARAN 20...... 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
i KEPALA DESA 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Pacitan 
Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Desa, Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa kepada BPD; 

b. bahwa pertanggungawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagmmana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

F 



4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahxm 2005 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik, Indonesia Tahxm 2005 Nomor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 

5. Peratxttan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahxm 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Kexiangan Daerah; 

6. Peratxuan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahxm 2007 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Desa; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor Tahun tentang Pedoman 
Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor Tahxm tentang Sumber 
Pendapatan Desa; 

9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor .... Tahxm tentang Pedoman 
Pengelolaan Kexmngan Desa; 

10. Peraturan Desa Nomor Tahxm tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahxm Anggaran 

Dengan Persetujuan Bersama: 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

dan 
KEPALA DESA 

; MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN 
KABUPATEN PACITAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN 20 

i Pasall 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

berupa Laporan realisasi anggaran tahun anggaran sebagai berikut: 

1. Pendapatan Desa Rp 

2. Belanja Desa Rp 

Surplus / (Defisit) Rp. 

3. Pembiayaan Desa: 

a. Penerimaan Rp 

b. Pengelxiaran Rp 

Surplus/(Defisit) Rp 

I Pasal2 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

sebagai berikut: 

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 

..; dengan rincian sebagai berikut: 

1 



I : 
/ 

a. Anggaran Pendapatan setelah 

\ perubahan *) Rp 

b. Realisasi Rp 

i Selisih lebih / (kurang) Rp 

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 

dengan rincian sebagai berikut ; . 

a Anggaran Belanja setelah 

i perubahan *) Rp 

b. Realisasi Rp 

I Selisih lebih / (kurang) Rp 

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp. 
i • • • 

dengan rincian sebagai berikut: 

a. Surplus / defisit setelah 

\ perubahan *) Rp 

K Realisasi Rp 

; Selisih lebih / (kurang) Rp 

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 

dengan rincian sebagai berikut: 
i 

a. Anggaran penerimaan pembiayaan I 

( setelah perubahan *) Rp. 

b. Realisasi Rp. 

i Selisih lebih / (kurang) . Rp. 
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 

dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan 

I setelah perubahan *) Rp. 

b. Realisasi Rp. 
1 ^ ^ ^ ^ ^ 

I Selisih lebih / (kurang) Rp. 

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan bersih sejumlah Rp. 

dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran pembiayaan bersih 

! setelah perubahan *) Rp. 

b! Realisasi Rp. 

j Selisih lebih / (kurang) Rp. 

) Apabila tidak terjadi Perubahan APBDesa maka tidak perlu ada redaksi "setelah perubahan". 

1 



Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Pertanggung awaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa tahun anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini. 

i Pasal 4 
i 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasan 

Peraturan Desa ini dengan dimuat dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

KEPALA DESA 
j 

1 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 

i 
i 



• 1 

LAMPIRAN: PERATURAN DESA 
NOMOR : 
TANGGAL : 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
DESA KECAMATAN 

TAHUN ANGGARAN 

Kode 
Rekenins Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang) Ket. Kode 
Rekenins Uraian /Anggaran Sy Adiicttci 

Hcaiisasi 
(Kp) /« 

2 
Ar 

•» A 
t 

1. PENDAPATAN 
1.1 Pcndaoatan Asli Desa 

^ M M A X ^ M M Mr MM M M M A M * M M F A M M - ^ / M M 1.1.1 Hasil Usaha Desa 
1.1.1.1 Laba / Keuntunsan BUMDes 

• • • • • MM r M ^ ^ r MMMM M « M M M ^ ^ M M M M M ^ Xrf- M F A M-MT 

1.1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa 
1.1.2.1 Sewa Tanah Kas Desa: 
1.1.2.2 Pasar Desa 
1.1.2.3 Bangunan Desa 

1.1.3 Hasil Swadaya dan Partisipasi 
1.1.3.1 Kegiatan Peningkatan jalan 
1.1.3.2 Kegiatan Perbaikan Saluran air 

1.1.4 Hasil Gotong Royong 
1.1.4.1 Kegiatan Peningkatan jalan 
1.1.4.2 Kegiatan Perbaikan Saluran air 
1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah. 
1.1.5.1 Pungutan Desa 
1.1.5.1.1 Peringatan HUT RI 



1 2 3 4 5 6 7 
1.2 Bagi Hasil Pajak 
1.2.1 Bagi hasil pajak kabupalen. 
1.2.2 Bagi hasil PBB 

13 Bagian dari Retribusi Kabupaten. 
1.3.1 Bagian retribusi pasar 

1,4 — ~ — • MJ jA AM • rt l i n n A If n t I a n — P B A n MAT nma n n n D B B A F A ^ v . . * - * . 

Jjagifln iiana rcninoangaii i^euangaii rusac 
fifin F ln^ r s i l i 
U n U 1 3 a 0 l A U 1 4 1 x^k\jrLa^A ±jt±Lta u\taa \ rvuitJ j 

t t a n f i i n n Ffpi inno^in Pi^ ¥ n 4 ^ i * in fn l i l^ f/winci 

ICabuDatcn. dan Desa lainnva 
X 4 3 U I A M S 4 \ r M M * U H * X X * 0 i 9 H H f l 4 B 4 X I T H 

1.5.1 Bantuan Keuangan Pemerintah: 
1.5.2 Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi 
1.5.2.1 Bantuan Keuangan Desa 
1.5.2.2 DsL 

1.5.3 Bantuan Ketmngan Pemerintah Kabupaten. 
1.5.3.1 

* 
Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah 
Desa 

1.5.3.2 Bantuan Pemilihan Kepala Desa 
1.5.3.3 Bantuan Operasional BPD 
1.5.3.4 Bantuan Operasioanal RT/RW 
1.5.3.5 Bantuan Kesejahteraan Kepala Desa Dan 

Perangakat Desa (THR) 

1.6 Hibah 
1.6.1 Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta 

JUMLAH PENDAPATAN 



1 2 3 4 5 6 7 
2 BELANJA 
2.1 Belanja Langsung 

w a r p X p 1 • r 

I . Kegiatan Operasional Kantor 2.1.1 Belanja Pegawai / Honoranum 
2.1.1.3 Uang Lembur. 
f^ i t A 
2.1.1.4 

Belanja kursus, pendidikan dan pelatihan, 
sosialisasi dan bimbingan teknis, seminar, dsb. 

Z.l,Z • Belanja Barang dan Jasa 
Z. i .Z. 1 L J AM 1 XM MM M XM 1 ) ^M^mM CM 1 XM ^M XM ^M 1 k _ ^M XM XM 

tieianja reijaianan Uinas Z.I,Z.l,i Belanja Perjalanan Dinas dalam Kecamatan 
Z. 1 .Z. 1 .z Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten 
2.1.2. U Belanja Perjalanan Dinas luar Kabupaten 

2.1.2.2 Belanja Bahan / Material 
2.1.2.2.1 Belanja Alat Tulis Kantor 
2.1.2.2.2 Belanja Alat alat listrik / eiektronik. 
2.1.2.2.3 Belanja Perangko, Materai, dan benda pos 

• p lainnya. 
f\ t f^ f\ A 
2.1.2.2.4 

Belanja Peralatan kebersihan dan bahan 
pembersih. 

Z. 1 .z.z .o tjeianja oanan ttaKar iviinyaK / uas. 
Z.l.Z.Z./ f j n i l r t m I j n n n w k U A I A M B T J # X * « x n P a m p A 

ueianja nanan oaicu ciangunan. 
7 1 7 3 Z. 1 .Z.J B W M. Y xM • r. • xA 1 FM AMXM UJ" XM AM A XM ^M 

tJeianja jasa Kantor. 2 12 3 1 O C i a l l J a I I 0 U I K . . 

2.1.2.3.2 Belanja air. 
2.1.2.3.3 Belanja Telepon. 

2.1.2.4 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor. 
2.1.2.4.1 Belanja jasa service 



I 2 3 4 5 6 7 
2.1.2.4.2 Belanja Penggantian Suku Cadang. 
2.1.2.4.3 Belanja Bahan Bakar dan pelumas. 

2.1.2.5 Belanja Cetak dan Penggandaan 
2.1.2.5.1 Belanja Cetak 
2.1.2.5.2 Belanja Penggandaan, Foto copy dan PenjilidatL 

2.1.2.6 — Belanja Sewa ~ • 
2.1.2.6.2 Belanja Sewa Sarana Mobilitas. 
2.1.2.6.3 Belanja Sewa Alat Berat. 
2.1.2.6.4 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 

2.1.2.7 Belanja Makanan dan Minuman 
2.1.2.7.1 Belanja Makanan dan Minuman Harian. 
2.1.2.7.2 Belanja Makanan dan Minuman rapat 
2.1.2.7.3 Belanja Makanan dan Minuman tamu. 

2.1.2.8 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya. 
2.1.2.8.1 Belanja Pakaian Dinas Harian. 
2.1.2.8.3 Dst 
2.1.3 Belanja Modal 
2.1.3.2 Belanja Modal Peralatan Kantor 

Belanja Komputer 
2.1.3.3 Belanja Modal Mebelair. 

Belanja Meja Kerja Perangkat Desa 

11. Peningkatan Jalan Desa 
2.1 Belanja Langsung 
2.1.1 Belanja Pegawai / Honorarium 
2.1.1.1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 



I 2 3 4 5 6 7 
2.1.2.2 Belanja Bahan / Material 
2.1.2.2.1 Belanja Alat Tulis Kantor 
2.1.2.2.7 T X t * 1 w~M a M ^ 

Belanja Bahan Baku Bangunan. 

2.1.2.5 Belanja Cetak dan Penggandaan 
2.1.2.5.1 Belanja Cetak 
2.1.2.5.2 Belanja Penggandaan, Foto copy dan Penjilidan. 

2.1.2.6 Belanja Sewa 
2.1.2.6.3 • » MM d 4 X X 

Belanja Sewa Alat Berat. 

2.1.2.7 Belanja Makanan dan Minuman 
2.1.2.7.2 Belanja Makanan dan Minuman rapat 

2.1.3 Belanja Modal 
2.1.3.7 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi (jalan). 

I l l , Dst 

2.2 Belanja Tidak Langsung 
2.2.1 Belanja Pegawai 
2.2.1.1 Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa. 
2.2.1.2 Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah 

Desa 
2.2.1.3 Bantuan Operasioanal BPD. 
2.2.1.4 Bantuan Operasioanal RT/RW 
2.2.1.5 Bantuan Kesejahteraan Kepala Desa Dan 

Perangkat Desa (THR) 
2.2.1.6 Tunjangan Puma Bhakti Aparatur Pemerintah 

Desa. 



. j . -

1 
1 

7 
At 

7 
J 4 a o 7 

7 7 4 i _ f 0 i c u i | a L J c u i i u o t i o u ^ i u t a 

2.2.4.1 Bantuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
7 7 4 7 L J O l l L L u U i 1 0 i J i U 0 l l J ^ U J . i C U l i T i a o | l U 

2 2 5 l _ f w l u i l | 0 1 . J C U 1 1 U 0 1 - I ( 1 4 4 1 4 U 1 

2 2 5 1 i - t u l i l l i i i i i I W L K U f ' n . 0 L / 0 u a i _ f V i t i c a ^ a 

Kemasvarakatan Desa 
X 0 . 0 1 X 4 U i J J (* A U T V U U I X K X ' V W A B - Ppmherdftvnan ICe'ipialiteraari Keluarca 

4 A 4 U V x ' i ' l t I30 1 C L I 1 ( 0 1 U U 4 4 4 » 0 1 3 1T 11 4 - , 4 H - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 
— . . — . . - . - — - . ~ 

2 2 K t ITpnHâ iti Hiimmf" i S A o k i a f t 1 1 u c u \ u txk 

7 7 K 7 D 0 l l L < ( l I L a 0 1 oil] 

JUMT,AH BELANJA 

7 PFMBIAYAAN 
X X J J I T ft ftX ftfx M Z % f ^ i 7 

3 1 Ppnprimsfin mhiavflan 
X V U 0 1 I H U d A U X 0 M U X / l a f A f l U 3 11 Sisa Lebih Perhitunnan AnEsaran (SILPA) tahun 
tJX^JAA X _ / 0 v f i 4 4 X 0 m X k H - * * ! 'ji,' * * * ' '^^rir^~' * ( • ! » I k - ' X m — f X • Ml M i l l 1 ( A X 

sebelumnya. 
3.1.3 Penerimaan Pinjaman 



2 3 4 5 6 7 
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 
3.2.2 Penyertaan Modal Desa 
3.2.3 Pembayaran utang 

JUMLAH PEMBIAYAAN 

,, tanggal 

KEPALA DESA 

BUPATI PACITAN 

z ^ 

INDARTATO 


